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Periguteasan Elpternal cleh Omibudsman semiju Good Governance

Dyah Adriardind Sinthe Dl

PENGAWASAN EKSTERNAL OLEH OMBUDSMAN
MENUJU GOOD GOVERNANCE

Olleh: Dyah Adriantini Sintha Dewi *

Abstract

Owahudsman is a contrral institute its @s o relation when has a probiem befwoen mf;rmdgnm-nmnhnt

5 THCr IEF haTe

a2 Froilt realadmnistration dnd

"¢ activity s low profile, its not bused for law its Police ond

Lmﬁwmw mmmm%m

mmuﬁﬂghuﬂmﬂuﬂ“mm

muar's dicty %0 maladministration

Key words: Ombudsman, maladmirnisiration, good governance

Abstrak
Ombudsman merupakan lembaga ekiernal yang i ketika ada
anktara masyarakat dengan mmF:n:m vang menderita akibat
maladministrasi £ balk dari i i-
Oeribudsman _amlnkrw i

hwﬂudnmhhpummnhﬁhmmp:mw hwmmm'ﬂ of

layanan publik dan fasili-
tas publik. berkait korupsi cleh

t tah juga menjadi menu hari-
;J'Thibnhhnm:n}numtkmd dari Indeks
Persepsi Korupsi (Corruption Perception In-
dex/PCI) 2001 yang dirilis oleh Transparency
International di Berlin, dalam survey yang
dilakukan terhadap 183 di dunia, In-
donesia menempati peringkat ke-100 dengan
skur!,ﬂpdnbuumalln:g;ulhumyam
. Benin, Burkina Faso, Djobouti,

Ga‘mn H-ndaguhr, Malawi, Meksiko, Sao

man atas

& pengawalan dan ini menjadi rugas

Smmtlndlamllm,mnj'iuht_dﬂxhuﬂ

Tambunan yang pega
Direktorat Jenderal Pajak, bisa memindah ke-
hymnegamumhudpmguhnpa}:kh
dalam . Setelah itu, muncul
“Gayus Gayus" baru. BE'Jliymglzl:uhhim
menyoroti adanya beberapa rekmi:lg e
muk pada PNS muda. Kebijakan pemerintah
tentang tunjangan kinerja atau renumerasi
kelihatannya menjadi hal vang sia-sia saja
manakala itu tidak diimbangi dengan iktikad
danuuntllhi]l:dﬂ_rlpegnwai Padahal hasil

rapat di Istana pada hi:;lﬁtlm 10
Januan 2012, pelmlm

) AHTARANM,M Kamis 1 Desember
2001,
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20 kementerian dan lembaga segera diba-
hh:fnw-t Komite Tim Reformasi Birokrasi Na-
sional. *

Berita ambruknya plafon Silr.nllh Dragar
MNegeri Kelapa Dua 03 Pagi, Kebon Jeruk,
Jakrta Barat akibat baut pengait pada rangha
baja ri dan kurang kuat! Para siswa
Sekolah Dasar Negeri Kalongan I, Keca-
matan Ungaran Timur, Kabupaten Sema-
rang, Jawa Tengah, mengerjakan ujian di
dapur rumah warga dan tenda darurat yang
dibangun sekolah. ® Berita mengenaskan lain-
nya berkait dengan fasilitas jalan yang rusak
akibat kualitas materi yang tidak sesuai den-
gan vang diperjanjikan. Sementara dalam
bidang pelayanan publik, banyak keluhan
19 Rumah Sakit pada masyarakat kecil di Ja-
bodetabek berdasarkan dari Citizen

Cards ‘CRC' 2010 oleh Indonesia Cor-

Keluarga Miskin (Gakin), dan Surat Keteran-
gan Tidak Mampu (SKTM).* Di bidang pen-
didikan, adanya dugaan Diara
BOS Tahun 2009 sebesar Rp. 369 juta oleh
Kepala SMF Negeri 8 Tebingtinggi’ merupa-

Wiewenang

di bidang pendidikan, yang mungkin juga
terjadi di wilayah lain.

Data-data tersebut di atas memunjukkan be-

3
4 Pos Kota, Kamis, B Jamiaar 2012

§  Liputamé.com, , diakses ; & Desember 2011

£ Hukum Onlineoom, , diakses , 72 Februar 2011
7 hhdnnFnEhllru:,dmlun.mImmriﬁ]"

baga yang mengawasi kinerja administrasi.
Maladministrasi adalah suatu praktek

yang menyimpang dari etika administrasi,
atau suahn praktek administrasi yang men-
jauhkan dari pencapaian tujuan administrasi.
¥ Maladministrasi seharusnya tidak perlu ter-
jadi, kalau semua fihak menyadari bahwa hal
teme!:utpmrunwdmbulhmkemgim

atas tindakan maladministrasi,
tidak banvak reaksi yang ditimbulkan oleh
masyarakat, dan masyarakat hanya bisa men-
erima tanpa tahu harus berbuat apa, semen-
tara kondisi tersebut berjalan terus dan bahkan
secara individual namun sudah
masalah sistemik. Kondisi sepert in yang men-
jadi sasaran bagi Ombudsman dalam rangka
memberikan perlindungan pada masyarakat
atas dilanggamya hak-hak masyarakat, khusus-
nya berkait dengan pelayanan publik.

B. Perumusan Masalah

Semakin banyaknya tindakan malad-
ministrasi yang menimbulkan kerugian bagi
masyarakat namun seolah hal tersebut bukan
merupakan suatu kesalahan, apalagi kalau
tindakan tersebut sudah dalam bentuk pe-

tersebut seperti korupsi, penyalahgunaan
tindakan berlarut semakin men-

WeWENang,
ingkat. Sementara itu ketika protes diajukan
masyarakat, fihak administrasi bertindak seo-
lah udnka&aymgkt&ru Padahal untuk men-
perluadanya transpar-
:ﬂ: dengan pengawasan tidak
ua:,a secm internal namun juga pengavwasan
eksternal dari masyarakat. Berkait dengan hal
tersebut, untuk kepentingan penelitian n:hpat

1. Mmgapab:qaﬂ:hndahﬂmahdmrm—
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pen-

. Pembahasan

1. Konsep Good Governance dalam Pe-
layanan Publik
8 Widodo, dalam Budhi Masthuri, Memgenal Ombuds-
men fndonesia, FT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005,
him. 43,

1553 : 1410-BA5H
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Diyah Adriankini Sirriba D

Pelayanan publik menurut Pasal 1 angka
i1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan

kegiatan

mpwﬂ Dalam hal ini, penyelenggara
pelayanan yaitu setiap institusi penyeleng-
gara negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-undang
untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata un-
tuk kegiatan pelayanan publik, harus mem-
berikan layanan yang baik dan memuaskan
pada masyarakat. Penyelenggaraan pelayan-
an publik berasaskan :

a. Kgpmnngpn Umum;

g Persamaan perla.lr.umftid-lk diskrimi-
natif;

h. Keterbukaan;

i. Akuntabilitas;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi
kelompok rentan;

k. Ketepatan waktu; dan

l. Kecepatankemudahan, dan keterjang-

Pelayanan publik yang baik adalah sesuai
dengan konsep negara hukum, dimana neg-
ara hukum itu menghendaki segala tindakan

atau perbuatan penguasa mempunyai dasar
hukum yvang jelas baik berdasarkan hukum

tertulis maupun berdasarkan hukum tidak
tertulis. * Dalam sejarah dikenal dua konsep
yang sangat vaitu rechtsstaat
dan the rule of law. Sekalipun keduanya

msdu:rpﬂ’mdnm.ymtum-
d'nuatut lahir dari suatu perjuangan

FrWenen-
ucltl.n.fﬂ H.fﬂlnj.rn revolu-
a:mm' sebaliknya the of lew

secara evolusioner, namun dalam perkem-
bangannya tidak dipermasalahkan, karena

9 Arief Mm-ﬂmm}hﬂhhi{ﬂhﬂk‘

kan dirinya pada satu sasaran utama yaitu
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-
hak dasar.”

Sejalan dengan dinamika masyarakat,
konsep negara hukum yang berlaku dalam
masyarakat juga mengalami perubahan, di-

adalah terpenuhinya hak-hak dasar, yang
dalam rangka penvelenggaraan negara ada-

masyarakat
fasilitas mmhut disamping kewajiban vang
harus dipenuhi.

Secara mudah hal itu dapat digambarkan
sebagai berikut:

Titik tolak negara hukum yang berdasar-
kan peraturan prrundnngvun-:lmgan adalah
bahwa setlap keputusan vang diambil oleh
lembaga negara dan aparat pemerintahan
senantiasa harus berlandaskan dan sesuai
dengan aturan  perundang-undangan,
yang dih:I::-lI.Lhnn oleh wakil-wakil rakyat
(DPR). Inilah yang disebut legalitas atau asas
kepastian hukum.

Pemerintah hukum  yang
demokratis, diwajibkan untuk memberikan
pelayanan yang sama (baik dan cepat) kepa-
da semua warga negara secara merata, agar
setiap warga negara diberi kesempatan untuk
hidup sesuai dengan norma-norma yang me-
10 M Ide Nepsra Higkem dalam Sistes

Philipus M Hadjon, e

tahun, hal. 1.

11 PHM Langbroek & P. Rifpkema, dalam Cwmbd-
gpridemsi, (Jakarta, Ombudsman Republik Indone-

aia, 2008, hlm, 14-
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mungkinkan mereka hidup mandiri. Akibat
tuntutan masyarakat yang kian meningkat
terhadap kinerja birokrasi, aparatur Admin-
istrasi Pemerintahan tidak hanya wajib mem-
perhatikan peraturan perundang-undangan
ﬂjﬂﬁuﬂuhﬁ;ﬁhs},tﬁlpljugnhmmmm-
perhatikan norma-norma yang
dalam putusan pengadilan dan kode-kode
etik. Semua ini perlu pemahaman agar tujuan
mencapai good governance dapat terwujud.
mdﬂ\glﬂnjrlgnﬂgwﬂmmuu
pakan prasyarat utama untuk mewujudkan
aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan
dan cita-cita bangsa dan negara. Dari segi
functional aspect: governance dapat dapat
ditinjau dari apakah pemerintah telah ber-
i dmhldl.hl:ﬁgmnkmuhu
memnca
o ol ok e
nisi “the way slate power is usedin managing
economic and social resources for development of
society” Sementara UNDP  mendefinisikan
sebagai “the exercise of political. Economic, and
admrinistrative authority o manage @ nation’s af-
fiair at all levels,"Berdasar definisi dari UNDP
tersebut, maka governgnce mempunyai bga
kaki (three legs), yaitu: economic, polific, and
administrative. Econommics :nelipun

tivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi
diantara p-enyﬂmggm’.u ekonomi. Ecomomics
governance mempunyai implikasi terhadap
equity, poverty, dan quality of life. Political

adalah tan

FODETRACE proses-proses pembua
keputusan untuk formulasi kebijakan. Ad-
ministrasi governance adalah sistem imple-
mentasi proses kebijakan. Oleh karena itu in-
stitusi dari governarce meliputo tiga domain,
yaitu state (negara atau pemerintahan), privade
sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan
society {masyarakat, yang saling berinteraksi
dan menjalankan fungsinya masing-masing.
berfungsi mencipta-

Pﬂkﬂll-ﬂ

positif dalam interaksi mhl, ekonomi, dan

Puhhk;trmsukmmgajﬂkﬂmpuk-kdm
pok dalam masyarakat untuk

dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.?

12 Lembaga Administrasi Megara dan badan Penga-

nance, vang mana menurut UNDFP meliputi
antara lain :

1. Participation. Setap warganegara
mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung mau-
pun melalui intermediasi institusi le-
gitimasi yang mewakili

tanpa
buluy, terutama hukum untuk hak aza-
5i manusia.

3. Transparency. Transparansi dibangun
atas dasar kebebasan arus informasi.
Proses-proses, lembaga-lembaga dan
informasi secara langsung dapat di-
terima oleh mereka yang membutuh-
kan. Informasi harus dapat dipahami
dan dapat dimonitor.

4, Respomsivemess. Lembaga-lembaga

lebih luas baik dalam hal kebijakan-ke-
bijakan maupun pmaedu:—pmm:lur

hasilkan sesuai dengan apa yang te-
lah digariskan dengan

wasan Keuangan dan Al rebailidas
den Good Gooermarce, Modul T deri 5§ Madul Sogial-
(AKIP) (Jakarts Penerbit Lembaga Admindstrasi
T'hp:ru,m]hhrl.?.

1550 : 1410-8658
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8. Accountability. Para pembuat keputu-
san dalam sektor swasta
dan masyarakat {cimil society) bertang-
gung jawab kepada publik dan lemba-
F-Iﬂml:ngautnhhﬂdﬂ'i Akuntabilitas
ini tergantung pada organisasi dan
keputusan tersebut untuk kepentingan
internal atau eksternal organisasi.

9, Strategic vision. Para pemimpin dan
publik harus mempunvai perspektf
good govermance dan pengembangan
manusia yang luas dan jauh ke depan
sejalan dengan apa yang dll:-rﬂuhn
untuk pembangunan sermacam ini

KﬁemhdlnhrnktuhﬂktEHEhutd:nm

akan mem rasa keadilan, khususnya
ketika berhadapan dengan penyelenggara
NEgAra. ya ftranspar-
ansi publik, mensyaratkan bahwa setiap pe-
jabat j membuka ruang
pembuatan kebijakan publik (khususnya me-
nyvangkut sumber daya publik)

kepada masyarakat dalam setiap proses pem-
buatan kebijakan publik sehingga masyarakat
dapat berpartisipasi secara lebih akuif. Ac-
countabilify yang diartikan sebagai akuntabil-
ﬂ:npubllkmmqnmﬂ.mhhw: setiap peri-
laku dan tindakan  publik baik dalam
dan membelanjakan

14 Budhi Masthur, op.cit , hlm. 49.

yang menuntut adanya
istrasi tersebut harus sejalan dengan konsep

seleit IR
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Un-

danglhﬂmgﬂn:ﬁurzﬂhhunlﬂ?ﬁnﬁang
N&gﬂr&}rangﬁemhdmﬂdna

3 Aﬂ:KepmHngunumunhmn}rmg

mendahukukan kzm:htuln umum

15 Ridwan, HR, Hukum Adwindatras Megars, (Y ogya-
karta UT Press, 2003}, him. 180-181.

I55H : 1410-BE58
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tetap memperhatikan perlindungan
atas hak azasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas, asas yang men-
gutamakan keseimbangan antara hak
dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Asas Profesionalitas, asas yang men-
gutamakan keahlian yang berland-
askan kode etik ketentuan perahuran
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, ternyata masih
banyak kegiatan yang dilakukan pemerin-
tah yang tidak sesuai baik dengan peraturan

dnlf:ll:ulfrl:ntg und
sebagaimana diatur
Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, dan iﬁ
vang sering disebut dengan maladministrasi.
Maladministasi adalah suatu praktek yang
menyim dari etika administrasi, atau
suatu dﬂequlﬂaek admmuhmh‘j “drgﬁﬂnm mmj.luhr;
kan uan a
Eedanghnmmwuapm??uﬂlmghﬂundnng
Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Om-
budsman Republik Indonesia disebutkan
bahwa maladministrasi adalah perilaku atau
perbuatan melawan hukum, melampaui we-
wenang, menggunakan wewenang untuk tu-
juan lain dari yang menjadi tujuan wewenang
tersebut, termasuk kelalalan atau pengabaian
6 . i 190
17 Widodo, dalam Budhi Masthuri, ap.cif.. hlm, 43

kewajiban hukum dalam penyelenggaraan
P-Eh'}'anm publik yang dilakukan oleh Pe-

Negara dan pemerintahan yang
1..]II1!l!I'1-:|:‘|.||I_r:':1.1:L'|I:u-ull;'.tl'lmlrIl materiil dan/atau
immateriil bagi masyarakat dan orang perse-

OTANgan.
Menurut Crossman, bentuk-bemtuk tin-

dakan yang d.lpﬂ dikategorikan sebagai
maladministrasi adalah : berprasangka, kela-
laian, kurang peduli, keterlambatan, bukan
kewenangan, tidakan todak layak, jahat,
kejam, dan semena-mena. ™ Sementara itu
menurut C.F.G Sunaryati Hartono, substansi

3. Kinerja Ombudsman sebagai Pengawas
Eksternal

Agar supaya pemerintah dalam men-
jalankan tugas kenegaraan sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan tidak terjadi
adanya maladministrasi, maka perlu adan-
va pengawasan. Selama ini memang sudah
dikenal adanya lembaga-lembaga pengawas
internal seperti, pengawasan yang dilakukan
oleh atasan kepada bawahan, Inspektur Jen-
deral kepada Badan Pengawas
Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan. Mamun
ternyata keberadaan lembaga tersebut dirasa
untuk saat ini masih kurang memberikan
dampak positif atas perolehan hasil beru-
pa kinerja administrasi yang memuaskan
masyarakat. Untuk itu maka perlu adanya
lembaga lain yang juga berperan aktif dalam
pengawasan. Dalam hal ini lembaga yang di-
maksud adalah yang melakukan tugas penga-
wasan secara ekfernal sebagai penyeimbang
18 Artoniss Sujata, dalam Budhi Masthuri, op.cif..

him. 45.

19 CF.G Sunaryatl Hartosu, Pamduan Inoestigasd otk
Ombudeman  idovisala, (Komisi Ombudsman Ma-
sional, 2003), hlm, 1621,

]

[S5M : 1410-8658



Pengowasen Eketermal oleh Omabidsman menufy Good Gomerndnes

Chvah Adrisnting Sntha Dews

was internal. Pengawasan eksternal

ini dilakukan oleh warga masayarakat vang
merasakan kurang puas atas kinerja adminis-
trasi selama ini, dan bermaksud mewujudkan

an pada kondisi yang lebih baik.

Lahimya Ombudsman ublik Indone-
sia berdasarkan Undang U Momor 37
Tuh.un 2008

ﬂktnhum:xmp.hniungglk:wﬂbigl
reformasi birokrasi penyelenggaraan negara
dmpmnnnlnhnndmilerwa:ldnyapmrt-
lenggaraan negara dan yang
efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Penyelenggaraan negara dan pemerintah-
an yang baik hanya dapat tercapai dengan
peninghkatan mutu aparatur Penyelenggara
penegakan

a585-a5as umum yang baik.
l,,h?mk raan pemerintahan yang
baik dan upaya peningkatan pelayanan pub-

berdasarkan
undang-undang ¥ dilaku-
kan oleh m}ammhmw namun
juga mendasarkan pada kepatutan, kewaja-
ran, kehati-hatian, sopan santun dan kera-
pada umumnya, yaitu low profile. Adapun
sasaran yang dituju adalah berkait
maladministrasi , dengan hasil akhir beru-
pa rekomendasi. Ombudsman merupakan
keniscayaan dalam sebuah negara hukum
yang demokratis dimana transparansi publik
menjadi prasyarat penting. ¥

atas maladministrasi men-
jadi kewenangan dari Ombudsman, hal ini
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Un-
dang Undang Momor 37 Tahun 2008 T
Indonesia, bahwa

20 Penjelazan Unaum Undang Lindang Nomor 37 Tahun
208 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
21 Budhi Masthuari, op.cit,  him, 21,

gawasi penyelenggaraan pelayanan publik
baik yang diselenggarakan oleh penyeleng-

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Ba-
dan Hukum Milik Negara serta badan swasta
atdu perseorangan yang diber tugas menye-
lenggarakan pelayanan pul:hk tertentu yang
Hhagmn atau seluruh dananya bersumber

anggaran pendapatan dan belanja

Ii:gn: E|11't.|" atau anggaran pendapatan
n belanja daerah. Sebelum lahimya Om-

udammmu}rlﬂhtmgadukmmulah

pemerintahan umum yang baik.Untuk
nyelenggaraan pemerintahan yang baik
upaya peningkatan pelayanan publik dan
penegakan hukum diperlukan keberadaan
lembaga pengawas eksternal yang secara
gara Negara dan pemerintahan ®
{J'mhndEmm

yelenggaraan pelayanan publik yang di-
oleh 2 negara
22 Penjelasan Umuem Undang Undang Momor 37 Tahun
2008 Tertang Ombudsman Republik Indonesia.
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Pasal 4 Undang Undang Ombudsman Re-
publik Indonesia, Ombudsman bertujuan :
a.mewujudkan negara hukum yang
demokratis, adil, dan sejahtera;
b. mendorong mnnegund.m

pemerintahan yang dan efisien,
jujur, hﬁ'hﬂh,.hﬂ'mhmﬂhhﬂdlﬂ

kan dan mening-
katkan upaya punha-mhmd_an
unelp-ulimez

sierta keadilan.

Ombudsman berkedudukan di Tbukota
wila a meliput se-
gl e e o i
dan saat sekarang sudah memiliki & (tujuh)
perwakilan meliputi Wilayah Nangroe Aceh
Darussalam & Sumatera Utara, Wilayah
Jawa Barat, Wilayah DIY Dan Jawa Tengah,
Wilayah Jawa Timur, Wilayah Kalimantan
Selatan, Wilayah Sulawesi dan Gorontalo,
Wilayah NTT dan NTB. Susunan dan keang-
gotaan Ombudsman terdiri dari 1 (satu)
orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu)
orang wakil ketua merangkap anggota, 7
(tujuh) orang anggota. , dengan tugas utama
mmmhpummduglmmhdnmuh‘i-
s blik. Malad-
penyelenggaraan Pﬂ-}'m pu
ministrasi merupakan obyek ;ring nmin:ll

qulP: Anghka 7 Und-mgUndlng Ombuds-
man adalah kesimpulan, pendapat, dan saran
yang disusun berdasarkan hasil investigasi
Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk
dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti da-
lam rangka peningkatan mutu Pm}lﬂﬂf‘-

Dalam menjalankan tugas pengawasan
ekternal ada beberapa cara vang dilakukan

Cmbudsman, yaitu :

a. Menerima laporan dar masyarakat,
b. Mengangkat |sue-isue yang berkembang
dalam masyarakat,

Ombudsman yang terdiri dari 1 (satu)
orang Ketua merangksp anggota, 1 (satu)
orang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7
{hquh}mmgmdmnmlﬂﬂmhgmm
disampaikan oleh setiap Warga Negara Indo-
nesia atau penduduk tanpa adanya pemung-
utan biaya, dapat melalui surat, telpon, email
maupun pelapor datang sendiri ke kantor
Ombudsman '

memenuhi persyaratan
sehagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang
Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Om-
budsman Republik Indonesia, meliputi:

a. memuat nmhhn lengkap, tmnkgn“ﬁ

ir, stakus
ung;ulm dan alamat Ferengkap Pe-
lapor;

b. memuat uralan peristiwa, tindakan,
atau keputusan yang dilaporkan se-
cara rinci; dan

¢. sudah menyampaikan laporan secara
langsung kq:ia.d.t]:rﬂmk'l'ﬂhpcrr atau
atasannya, tetapi laporan tersebut
tidak mendapat penyelesaian seba-
gaimana mestinya.

Maladministrasi yang

mmmzﬂmm@ﬁmm

Atas laporan yang masuk, seandaianya ada

kekurangan, maka Ombudsman akan merm-
hmﬁrmmramma.durrﬂrdmskt[mrﬁt
Ombudsman dapat mernuat saran kepada
Pelapor untuk menyampaikan laporannya
kepada instansi lain yang berwenang. Se-
baliknya kalsu laporan tersebut merupakan
kewenangan Ombudsman, maka bisa dilan-
Iutlv:m dengan investigasi, baik di belakang

mmmp dibuatlah mmm&

san Ombudsman untuk mengawasi masalah
nmludmmmauuuhmgﬁnyn

larya mz;nm “tertarik” atas isue-isue
dengan maladministrasi, sekalipun tidak ada
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Dryab Adriantini Sirvtha Diewi

laporan yang masuk, Ombudsman dapat se-
cara aktif melakukan klarifikasi, investigasi
hingga memberikan rekomendasi.

morally binding yaitu menempatkan manu-
sia I;Edt martabat mulia sehingga untuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan
pejabat publik tidak harus
diancam dengan sanksi hukum, melainkan
melalui kesadaran moral yang tumbub dari
lubuk hati paling dalam. Untuk mendukung
sistem morally binding, * Untuk mendukung
sistemn morally binding tersebut, sesuai keten-
tuan Pasal 42 Undang- Undang Nomor 37
Tahun 2008 %mﬂmﬁﬁ
laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
laporan tahunan yang bulan
tahun berikutnya. kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di samping
itu, Ombudsman juga dapat menyampaikan
khusus. Laporan tahunan tersebut
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden oleh
Ombudsman. Adapun laporan tahunan terse-
but sekurang-kurangnya memuat mengenai:

a. jumlah dan macam laporan yang di-
terima dan ditangani selama 1 (satu)

I:I tﬂhl.ln;- i ¥

. pejabat atau instansi yang tidak berse-
dia memenuhi permintaan dan/atau
melaksanakan rekomendasi;

c. pejabat atau instansi yang tidak berse-
dia atau lalai melakukan pemeriksaan
terhadap pejabat yang dilaporkan,
tidak mengambil tindakan adminis-
tratif, atau ﬂruilkmmkﬁhuhmmmhadlp
pejabat yang ‘

d. pembelaan atau sanggahan dari atasan

e. jumlah dan macam Laporan yang di-
tolak untuk diperiksa karena tidak
memenuhi persyaratan ;

f. Laporan keuangan;

g Kegiatan yang sudah atau yang belum
terlaksana dan hal-hal lain yang diang-

23 Masdar, dalam Budhil Masthuri, opuit., hlm., 67-68.

gap perlu.

Rekomendasi Ombudsman dapat disusun
sesuai kebutuhan penyelesaian lah-
an yang dilaporkan oleh . Pilihan
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lesaikan. ®

Terhadap rekomendasi yang diberikan
aleh ﬂmbudsnu.n, mﬂ: adanya monitoring
untuk mengetahui tan Terlapor melak-
sanakan rekomendasi tersebut. Sesual
ketentuan Pasal 38 Undang - Undang Nemor
37 Tahun 2008, bahwa :

{1). Terlapor dan Atasan Terlapor wajib melak-
sanmakan Rekj 1 Ombudsman,

{2) Atasan Terlapor wajib menyampaikan
laporan kepada Ombudsman ten
Rekomendasi yang
dilakukannya disertai hasil pemerik-
saannya dalam waktu paling lambat 60
[gald:ltu]:imm;:m iy
{(3) Ombudsman dapat meminta I:Etrmgm
Terlapor dan/atau atasannya dan melaku-
kan pemeriksaan lapangan untuk memas-
tikan Bekormendasi.
(4) Dﬂmwuhpordm Atasan Terlapor
tidak melaksanakan Rekomendasi atau
hmyanﬂakmmkmﬂ:ﬂglml!hnnm

dasi dengan alasan mgtidikdlpltd]-
terima n]HﬂOmbugmln

dapat mempublikasikan Atasan Terl-upur
vang tidak melaksanakan Rekomendasi
dan laporan kepadsa Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden.

D. Penutup

Masih banyak ditemukan tindakan mal-
administrasi yang dilakukan pejabat pul:rllk
dalam publik, hal ini
disebabkan karena adanya faktor yvang be-
ra.u] dari dir[pehlm, seperti karakter, ekono-

faktor dari luar
adalah li . Sementara pengawasan
yang dilakukan I:ehnrg.rl]un adalah penga-
wasan internal. Ombudsman Republik Indo-

nesia sebagai

yang dilakukan oleh Fi:l].w:.. Jaksa maupun
Hakim, namun juga mendasarkan pada ke-
patutan, kewajaran, kehati-hatian, sopan san-
tun dan keramahan sesuai konsep dasar Om-
Adapun sasaran vang dituju adalah berkait
dengan maladministrasi , dengan hasil akhir

M C.FLG Sunanyati Hartono, op. cif., hlm 7B-85.

berupa rekomendasi. Ombudsman merupak-
an keniscayaan dalam sebuah negara hukum
yang demokratis dimana transparansi publik
J:lnemad.lpran}matpam:g
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